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PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : JI. Pongtiku No.32, Kel. Karassik, Kec. Rantepao

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang — Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021. Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala
SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan
anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal t_ersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Toraja
Utara melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Laoparan Realiasi Anggaran Tahun 2022;
Neraca Tahun 2022;
Laporan Operasional Tahun 2022;
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3

4. Llaporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Rantepao, January 2023
KEPALA PELAKSANA,
-BADAN-PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ATEN'TORAJA UTARA,

ALEXANDER LIMBONG TIKU ,SH., MH.
NIP.'197002102003121003
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PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : JI. Pongtiku No.32, Kel. Karassik, Kec. Rantepao

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan

atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rantepao, January 2023
KEPALA PELAKSANA,
~~BADAN-PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BUHATEN.TORAJA UTARA,

\ LEXANDER LIMBONG TIKU ,SH., MH.
“:NIP.197002102003121003




11

BAB I
PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
Kabupaten Toraja Utara adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
1 Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
2 Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian.
3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4.  Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah
pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang sekiranya bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta untuk menyajikan informasi
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yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas akuntansi dalam hal aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu
entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja
Utara sesuai lampiran | PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi
Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan
Keuangan.

1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

b. Belanja

C. Transfer

d. Surplus/defisit -LRA
€. Pembiayaan

f. Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

a. Kas dan Setara Kas
b. Investasi Jangka Pendek
C. Piutang Pajak dan Bukan Pajak

d. Persediaan

€. Investasi Jangka Panjang
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f.  AsetTetap

Kewajiban Jangka Pendek

> @

Kewajiban Jangka Panjang
I.  Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi
Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara
wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
b. Beban dari kegiatan operasional
C. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada

d.  Pos luar biasa bila ada
e. Surplus/defisit-LO
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
a.  Ekuitas awal
b.  Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
C. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal
dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar misalnya
1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode
berikutnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
d.  Ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Agar dapat digunakan oleh
pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas
lainnya Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda
APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
C. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting

lainnya.
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1.2

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekiutas, dan Neraca.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1

10.

11

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang — undang nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
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12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 9);

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Tahun ANggaran 2022;

Laporan Keuanagn BPBD TA. 2022



1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB | PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB Il IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2022
2.1 lkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB Il PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan
3.1.1 Pendapatan- LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan-LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis Akrual Penjelasanpos-pos laporan keuangan

BAB IV PENJELASAN ARAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BABV PENUTUP
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2.1

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara
merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi baik secara fisik
maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam
mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang
tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 90,11%, hal ini
tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan
kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja
barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan
prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan Anggaran sebesar
Rp14.264.999.572,00, adapun rincian pencapaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

_ % Pencapaian
No-. Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 96,06 100
2 Koordinasi d?n F.’erilyus.unan Laporan Capaian kinerja dan 93,74 100
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100

2.1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

% Pencapaian
No- Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93,31 89,44
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 100
3 | Koordinasi f:lan Penyusunan Laporan Keuangan 70,81 100
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tahun
4 | Penyusunan Pelaporan dan Penyusunan Prognosis Realisasi 0 100
Anggaran
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2.1.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.

Kegiatan

% Pencapaian

Keuangan

Fisik

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

50,28

50,00

2.1.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

% Pencapaian
No. Kegiatan .
Keuangan Fisik
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20,54 100
Bangunan Kantor
2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 100
3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89,65 100
4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51,22 100
5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 99,22 100
undangan
6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77,02 100
2.1.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah
% Pencapaian
No-. Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89,42 100

2.1.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

% Pencapaian

No- Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50,60 100
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79,82 100
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90,57 100

2.1.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

% Pencapaian
No- Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 6308 100
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ’
2 I-P‘emel|haraan/Rehab|I|taS| Gedung Kantor dan Bangunan 99,86 100
ainnya
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2.1.1.8. Penataan Organisasi

% Pencapaian
No. i -
© Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 99,42 100
2 DKoordhlna5| dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 94,97 100
aera

2.1.2 Program Penanggulangan Bencana,

2.1.2.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

% Pencapaian
No. Kegiatan Keuangan Fisik
1 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 76,23 100
Kabupaten/Kota
2 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 99,77 100
3 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 100 100
Kabupaten/Kota

2.1.2.2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

% Pencapaian

No- Kegiatan Keuangan Fisik

1 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 88 93

100
Bencana Kabupaten/Kota

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Realisasi belanja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 yaitu sebesar 90,07 %. Hambatan dan Kendala yang
dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya:
e Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester ke - Il (dua) atau di triwulan ke- IlI
(tiga)
e Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan
kegiatan sesuai bidangnya
e Belum maksimalnya koordinasi internal di SKPD antara penanggung jawab kegiatan, pengeola
keuangan dan pengelola barang di SKPD
e Ancaman bencana Alam dan Non Alam yang terjadi di tahun 2022 yang tak dapat diprediksi
dan membutuhkan Pendanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap darurat namum belum

dapat terpenubhi.
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BAB I
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. RINCIAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
Anggaran (Rp)
0,00

Realisasi (Rp)
0,00

3.1.1 Pendapatan-LRA

Laporan Realisasi Anggaran adalah perbandinagan antara Pagu anggaran dengan Realisasi
Anggaran Tahun Berjalan (Terlampir ). Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk

dalam OPD penghasil PAD (tidak memungut Pendapatan).

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

3.1.2

Belanja

14.264.999.572,00 12.848.713.533,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi,
namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum Belanja pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 dianggarkan senilai
Rp14.264.999.572,00 dan terealisasi senilai Rp12.848.713.533,00 atau 90,07%. Dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp9.724.545.731,00 maka realisasi Belanja tahun 2022
menunjukkan peningkatan senilai Rp3.124.167.802,00 atau 32.13%.

Rincian Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat
pada tabel Berikut :

Tabel
Rincian Realisasi Belanja Anggaran Tahun 2022

No Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
1 | Belanja Operasi 14.207.472.522,00 | 12.796.461.533,00 [ 90,07 | 9.703.045.731,00
2 | Belanja Modal 57.527.050,00 52.252.000,00 | 90,83 21.500.000,00

Total Jumlah 14.264.999.572 12.848.713.533 | 90,07 | 9.724.545.731,00

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

3.1.2.1

Belanja Operasi

14.207.472.522,00 12.796.461.533,00

Belanja Operasi tahun 2022 dianggarkan senilai Rp14.207.472.522,00 dan terealisasi senilai

Rp12.796.461.533,00 atau 90.07%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai
Rp9.703.045.731,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai

Rp3.093.415.802 atau 24.17%. Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari:
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3.1.2.1.1

Belanja Pegawai

Anggaran (Rp)

11

Realisasi (Rp)

2.029.684.620,00

1.895.431.553,00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.029.684.620,00 dan terealisasi senilai

Rp1.895.431.553,00

atau

93.39%,

Dibandingkan

dengan

realisasi

tahun

2021 senilai

Rp1.934.605.696,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan Penurunan senilai

Rp39.174.143 atau 2.07%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

NO URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021
(Rp) (Rp) (Rp)

y | Belania Gaji - dan | 4ag 619 070,00 1.415.561.472,00 | 98,38 | 1.520.760.525,00
Tunjangan PNS
Tambahan Penghasilan

2 berdasarkan Beban 569.053.550,00 458.150.131,00| 80,51 413.845.171,00
Kerja PNS

3 Belanja Honorarium 21.719.950,00 21.719.950,00 | 99,05 0

JUMLAH 2.029.684.620,00 | 1.895.431.553,00 | 99,37 | 1.934.605.696,00
3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1.789.195.479,00

1.341.923.980,00

Belanja Barang dan jasa tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.789.195.479,00 dan terealisasi

senilai

Rp7.768.440.035

Rp1.341.923.980,00 atau 75,00% Dibandingkan dengan

Rp6.426.516.055 atau 478,90%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

realisasi

tahun 2021 senilai

maka realisasi Belanja Barang tahun 2022 menunjukkan Penurunan senilai

NO URAIAN ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 | . | REALISASI 2021
(Rp) (Rp) (Rp)

1 E'z'sizja Barang Pakai 304.421.605,00| 160.237.232,00 | 52,64
2 | Belanja Jasa Kantor 838.399.874,00| 689.926.113,00 | 82,29
3 | Belanja Pemeliharaan 28.016.000,00|  27.977.500,00 | 99,86

Tanah
4 | Belanja Pemeliharaan 196.450.000,00 | 140.303.412,00 | 71,42

Peralatan dan Mesin
5 |Belanja  Perjalanan | o) 500 000 00| 323.479.723,00| 76,67

Dinas Dalam Negeri

JUMLAH 1.789.195.479,00 | 1.341.923.980,00 | 75,00 | 7.768.440.035,00
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3.1.2.13

Belanja Hibah

Anggaran (Rp)

12

Realisasi (Rp)

10.388.592.423,00

9.559.106.000,00

Belanja Hibah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp10.388.592.423,00 dan terealisasi senilai

Rp9.559.106.000,00 atau 92,02% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp0, maka realisasi

Belanja Barang tahun 2022 menunjukkan adanya penambahan kegiatan senilai Rp9.559.106.000,00.

Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 0 REALISASI 2021
NO URAIAN (Rp) (Rp) (%) (Rp)
Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
1 | Lembaga Nirlaba, 2.229.952.400 2.228.710.000 | 99,94 | 2.540.490.000,00
Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
2 | Lembaga Nirlaba, 8.158.640.023 7.330.396.000 | 89,86 0
Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
JUMLAH 10.388.592.423,00 | 1.415.561.472,00 | 92,02 | 2.540.490.000,00
31214  Belanja Modal Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

57.527.050,00

52.252.000,00

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp57.527.050,00 dan terealisasi senilai

Rp52.252.000,00 atau 90.83%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp21.500.000,00

maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan Peningkatan senilai Rp30.752.000,00 atau

58.85%. Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari:

ANGGARAN 2022 | REALISASI 2022 REALISASI 2021
NO URAIAN (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
Peralatan dan
1 Mesin 57.527.050,00 52.252.000,00| 90,83 21.500.000,00
JUMLAH 57.527.050,00 52.252.000,00 | 90,83 21.500.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari:

NO Uraian Jumlah
1 | Personal Komputer 20.313.000,00
2 Printer 2.775.000,00
3 | Air Conditioner (AC) 4.555.000,00
4 Mesin Potong Kayu ChainSaw 16.950.000,00
5 | Alat Kantor Lainnya (Kursi/Meja/Lemari) 7.659.000,00
Jumlah 52.252.000,00
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Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
0,00 0,00

3.13 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara selama tahun
2022 dianggarkan senilai Rp.0,- dan terealisasi senilai Rp.0,- atau 0%. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah tidak memiliki target pendapatan dikarenakan tidak adanya sumber pendapatan pada BPBD

seperti tahun —tahun sebelumnya.

Saldo 2022 (Rp)
13.087.020.299,00

Saldo 2021 (Rp)
7.989.948.103,67

3.14 Beban

Beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang

atau jasa yang mempengaruhi pendapatan, unsur-unsur beban antara lain:

NO URAIAN SALDO 2022 SALDO 2021
(Rp) (Rp)
1 | Beban Pegawai 1.895.431.553,00 1.934.605.696,00
2 | Beban Persediaan 166.797.232,00 550.417.486,00
3 | Beban Jasa 677.404.578,00 3.790.276.731,67
4 | Beban Pemeliharaan 168.280.912,00 107.354.628,00
5 | Beban Perjalanan Dinas 293.479.723,00 565.147.200,00
6 | Beban Hibah 9.559.106.000,00 685.787.500,00
7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi 326.520.301,00 356.358.862,00
JUMLAH 13.087.020.299,00 7.989.948.103,67
3.1.4.1 Beban Pegawai Saldo 2022 (Rp) Saldo 2021 (Rp)

1.895.431.553,00 1.934.605.696,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberi manfaat kepada pegawai
yang dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan. Jumlah Beban Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara pada Tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp1.934.605.696,00 dan Rp1.895.431.553,00.

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Jumlah
(Rp)
1.415.561.472,00
458.150.131,00
21.719.950,00
1.895.431.553,00

NO URAIAN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

3 Beban Honorarium

JUMLAH
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Saldo 2022 (Rp) Saldo 2021 (Rp)

3.14.2 Beban Barang dan Jasa 5.751.765.173,34 6.687.857.061,91

Beban barang dan jasa adalah perolehan dan pemanfaatan barang konsumsi ,beban barang
persediaan di catat sebesar nilai persediaan yang habis dipakai untuk kegiatan operasional Tahun 2021
sebesar Rp5.013.196.045,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.305.962.445,00.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO URAIAN Jumiah
(Rp)

1 Beban Barang Pakai Habis/Persediaan 166.797.232,00
i Beban Jasa Kantor 443.579.575,00
3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin 233.825.003,00
4 Beban Pemeliharaan Tanah 27.977.500,00
5 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 213,667,832.00
6 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri 293.479.723,00
JUMLAH 1.305.962.445,00

) Saldo 2022 (Rp) Saldo 2021(Rp)

3.1.4.3 Beban Hibah 5.751.765.173,34 6.687.857.061,91

Jumlah Beban hibah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada
Tahun 2021 sebesar Rp685.787.500,00 dan Pada Tahun 2022 sebesar Rp9.559.106.000,00 mengalami
kenaikan senilai Rp8.873.318.500,00.

Beban Hibah per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Jumlah
(Rp)

NO URAIAN

Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

1 . . 9.559.106.000,00
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
JUMLAH 9.559.106.000,00
3144 Beban Penyusutan dan Saldo 2022 (Rp) Saldo 2021 (Rp)
o Amortisasi 326.520.301,00 356.358.862,00

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO URAIAN Jumlah
(Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 185.729.495,00
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 126.688.840,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 14.101.966,00
JUMLAH 326.520.301,00
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Tahun 2022 (Rp)
5.854.777.736,34

Tahun 2021 (Rp)
6.128.925.102,34

3.1.5 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan
uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya

dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
a. Aset Lancar 2.163.698.698,33 2.180.973.763,33
b. Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00
c. Aset Tetap 3.691.079.038,01 3.947.951.339,01
d. Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah 5.854.777.736,34 6.128.925.102,34

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi Penurunan aset tahun 2022 yang dimiliki
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara senilai Rp274.147.366,00 atau
4,47% dari nilai aset tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2022 sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 63,04% dari
keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2022.

Tahun 2021 (Rp)
429.000,00

Tahun 2020 (Rp)
953.500,00

3.15.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancarper 31 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan
Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
b. Beban Dibayar Dimuka 318.698,33 2.033.763,33
c. Piutang Lainnya 0,00 9.000.000,00

d. Persediaan

2.163.380.000,00

2.169.940.000,00

Jumlah

2.163.698.698,33

2.180.973.763,33

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja
Utara per 31 Desember 2022 mengalami Penurunan senilai Rp17.275.065 atau 0,79% dibandingkan
dengan per 31 Desember 2021.
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Kas di Bendahara Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Pengeluaran 0,00 0,00

3.1.5.1.1

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
3.1.5.1.2 Beban Dibayar Dimuka
318.698,33 2.033.763,33

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu
beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember
2022 mengalami Penurunan senilai Rp1.715.065,00 atau 84,33% dibandingkan dengan per 31
Desember 2021.

Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

3.1.5.1.3 Persediaan
2.163.380.000,00 2.169.940.000,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Toraja Utara, terdiri dari persediaan Hibah Hasil Pekerjaan Yang Diserakahkan Kepada Masyarakat yang
belum diserahkan karena belum ada NPHD sebagai dasar penyerahan sehingga terdapat saldo

persediaan sebesar Rp2.163.380.000,00. Daftar Rician Hibah terlampir pada lampiran 11.

Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

3.1.5.2 Aset Teta
P 5.854.777.736,34 6.128.925.102,34

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dengan rincian sebagai berikut

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
a. Tanah 0,00 0,00
b. Peralatan dan Mesin 3.602.258.178,01 3.549.181.178,01
¢. Gedung dan Bangunan 3.800.404.800,00 3.800.404.800,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 423.059.000,00 423.059.000,00
e. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (4.134.642.940,00) (3.824.693.639,00)
Jumlah 5.854.777.736,34 6.128.925.102,34
Tahun 2022 (R Tahun 2021 (R
3.1.5.2.1 Tanah 0'0(0 ) 0’00( P)

Nilai tanah per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika

dibandingkan dengan tahun 2021, dikarenakan tidak ada pengadaan tanah.
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Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
3.602.258.178,01 3.549.181.178,01

3.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp3.549.181.178,01

Mutasi selama tahun 2022 :
- Penambahan:
e Belanja Modal Rp 52.252.000,00
e Mutasi Masuk Rp 17.396.000,00
Jumlah mutasi tambah senilai Rp  69.648.000,00
- Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:
e Mutasi Keluar Rp 16.571.000,00
e Reklas antar KIB Rp 0,00
Jumlah pengurangan/koreksi Rp 16.571.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 Rp3.602.258.178,01

Penambahan Aset senilai 69.648.000,00 terdiri dari :

1. Pengadaan Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp52.252.000,00.;

2. Mutasi masuk Berupa kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) dari BAPENDA senilai Rp17.396.00,00.
Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor:024.028/BAPPENDA/45/111/2022
tanggal 15 Maret 2022.

Pengurangan Aset senilai 16.571.000,00 terdiri dari :

1. Mutasi Keluar berupa kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) ke BAPENDA senilai Rp16.571.000,00.
Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor:024.028/BPBD/111/2022 tanggal 15
Maret 2022.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 terdiri dari :

- Alat Besar Rp 1.005.231.000,00
- Alat Angkutan Rp 1.273.900.128,01
- Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 56.679.050,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 409.273.400,00
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 173.530.000,00
- Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 68.035.800,00
- Alat Laboratorium Rp 65.847.200,00
- Komputer Rp 390.848.000,00
- Alat Keselamatan Kerja Rp 158.913.600,00

Jumlah Rp 3.602.258.178,01
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Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
3.800.404.800,00 3.800.404.800,00

3.1.5.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022
berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp  3.800.404.800,00
Mutasi selama tahun 2022:
- Penambahan :
e Belanja Modal Rp 0,00
e Mutasi Masuk Rp 0,00
Jumlah Mutasi tambah senilai Rp 0,00

- Pengurangan/Koreksi selama tahun 2021:
e Mutasi Keluar Rp 0,00
e Reklas antar KIB Rp 0,00
Jumlah Pengurangan/Koreksi Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2022 Rp  3.800.404.800,00
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 terdiri dari :

- Bangunan Gedung Kantor. Senilai Rp3.746.404.800,00

- Bangunan Gedung Garasi/Pool Senilai ~ Rp54.000.000,00

2022 (Rp) 2021 (Rp)
423.059.000,00 423.059.000,00

3.1.5.24 Jalan, Jaringan dan irigasi

Nilai Jalan, lIrigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika

dibandingkan dengan tahun 2021.

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 terdiri dari :
- Jembatan pada Jalan Desa senilai Rp89.988.000,00

- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Senilai Rp333.071.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset 2022 (Rp) 2021 (Rp)
Tetap 4.134.642.940,00 3.824.693.639,00

3.1.5.25

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin,
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, serta Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan,

per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian 2022 (Rp) 2021(Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin 3.292.906.476,00 3.123.747.981,00
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan 733.412.779,00 606.723.939,00
c. Akum. Peyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 108.323.685,00 94.221.719,00
Jumlah 4.134.642.940,00 3.824.693.639,00
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Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.134.642.940,00 mengalami

peningkatan senilai Rp309.949.301,00 atau 8,10% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember

2021 senilai Rp3.824.693.639,00. Adapun Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 terdiri

dari:

NO URAIAN JUMLAH
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar 1.001.016.714,00
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 1.208.989.658,00
3 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 49.277.228,00
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 365.550.014,00
5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 161.939.080,00
6 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan 37.419.690,00
7 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium 44.302.813,00
8 Akumulasi Penyusutan Komputer 336.608.799,00
9 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja 87.802.480,00
10 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung 733.412.779,00
11 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 27.246.367,00
12 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air 81.077.318,00
Jumlah 4.134.642.940,00

3.1.6 Kewajiban 2022 (Rp) 2021 (Rp)

970.507.425,00

1.014.744.025,00

Nilai Kewajiban yang disajikan tersebut adalah Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Belanja

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2022 senilai

Rp970.507.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian 2022 (Rp) 2021(Rp)
a. Utang Belanja 970.044.025,00 1.014.744.025,00
b. Beban Air 349.900,00
c. Beban Telepon 113.500,00
d. Beban Listrik
Jumlah 970.507.425,00 1.014.744.025,00
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970.044.025,00

1.014.744.025,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Toraja Utara yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Saldo utang belanja Per

31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp970.044.025,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

KODE JUMLAH
NO NOMOR SPM TANGGAL REKENING URAIAN REKENING TUNGGAKAN
TAHUN 2022
97/SPM-LS/M/ 1.04.1.03.02.31. | Belanja Perencanaan CV. Rasta
! BPBD/XI/2020 23/11/2020 07.5.2.3.59.03 Rekayasa Konsultan 14.520.000
101/SPM-LS/M/ 1.04.1.03.02.31. | Belanja Pengawasan CV. Desba
2 BPBD/XI/2020 23/11/2020 07.5.2.3.59.03 Konsultan 16.850.000
117/SPM-LS/DSP- 1.03.1.03.02.36. | Belanja Stimulus Dinas Perinkop
12/202 .200.
3 COVID/BPBD/XI1/2020 07/12/2020 01.5.2.2.42.01 (DSP-COVID-19) 473.200.000
122/SPM-LS/DSP- 1.03.1.03.02.36. | Belanja Jaminan Pengaman
12/202 . .
4 COVID/BPBD/XI1/2020 07/12/2020 01.5.2.2.42.01 Sosial (Sembako DSP COVID-19) 66.800.000
Belanja Honorarium Posko
136/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.37. | Aman Nusa 2 (total
> BPBD/XII/2020 07/12/2020 01.5.2.2.17.02 Rp75.000.000 sudah cair 45.523.000
Rp30.000.000 th.2021)
139/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.01. | Belanja Makan Minum Piket
8 BPBD/XII/2020 19/12/2020 10.5.2.2.11.05 Posko BPBD 33.250.000
140/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.01. | Belanja SPPD Luar Daerah Bid.
9 BPBD/XII/2020 19/12/2020 18.5.2.2.15.02 Sekretariat 18.121.100
141/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.36. | Belanja SPPD Luar Daerah Bid.
10 BPBD/XI1/2020 19/12/2020 01.5.2.2.15.02 Kedaruratan dan Logistik 16.952.050
142/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.37. | Belanja SPPD Dalam Daerah Bid.
1 BPBD/XII/2020 19/12/2020 01.5.2.2.15.01 Pencegahan & Kesiapsiagaan 3.617.500
144/SPM-LS/BARJAS / 1.03.1.03.02.01. | Belanja SPPD Dalam Daerah Bid.
13 BPBD/XI1/2020 19/12/2020 18.5.2.2.15.01 Sekretariat 19.360.875
145/SPM-LS/BARJAS/ 1.03.1.03.02.36. | Belanja SPPD Dalam Daerah Bid.
14 BPBD/XI1/2020 19/12/2020 01.5.2.2.15.02 Kedaruratan dan Logistik 8.108.750
Honorarium PHT Pembantu
15 ;i;/ljs/i('\l/ll};g/ziARJAs/ 19/12/2020 370§;(2)3022121 Adm.Keuangan dan Operator 25.200.000
e Komputer BIn MARET-DES 2020
Bel. Honorarium PJPHO
148/SPM-LS/ 1.04.1.03.02.31. . e
16 BPBD/XI/2020 19/12/2020 07,599 03.14 Kegiatan Rehblllta5| 11.600.000
Rekonstruksi
149/SPM-LS/ 1.03.1.03.02.01. . .
17 BPBD/XI/2020 19/12/2020 10.5.2.2 01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.724.500
19 151/SPM-LS/ 21/12/2020 1.03.1.03.02.02. | Belanja JASA SERVICE 5.400.000

BPBD/XI1/2020

24.5.2.2.05.01

Kendaraan Operasional

Laporan Keuanagn BPBD TA. 2022




21

KODE JUMLAH
NO NOMOR SPM TANGGAL REKENING URAIAN REKENING TUNGGAKAN
TAHUN 2022
153/SPM-LS/ 1.03.1.03.02.01. | Belanja Majalah (Berita dan
20 21/12/2020 7.000.000
BPBD/XI1/2020 /12/ 15.5.2.2.03.05 Pemasangan Ucapan Natal
1.03.1.03.02.36. | Monitoring Dinas Perdagangan
01.5.2.2.42.01 | Rp(15.771.000)
1.03.1.03.02.36. | Monitoring Dinas Perindustrian
154/SPM-LS/DSP- .
01.5.2.2.42.01 & K Rp(22.794.250 . .
21 COVID/ BPBD/XI/2020 21/12/2020 operasi Rp( ) 45.565.250
1.03. Upah Pemakaman Tim
1.03.02.36.01.5. | Pemakaman Jenazah COVID-19
2.2.42.01 Rp(7.000.000)
Belanja Jasa Konsultansi
52/SPM-LS/M/TD/ Pengawasan sesuai SPK
22 BPBD/X/2021 18-Okt-21 3.22601260071.2.1.2. NO.01/SPK/PGW- 32.600.000
e RR/BPBD/V/2021
Belanja Perbaikan darurat
74/SPM-LS/M/TD/ 03.2.03.04.5.1.2 | Longsor di Dusun Melammak
23 | BpBD/XII/2021 02-Des-21 | 15.02.0002 Lemb. Buntu Lobo' Kec. Sesean 89.840.000
(Tahap II)
75/SPM-LS/M/TD/ 03.2.03.04.5.1.2 | Belanja Jasa Konsultansi
24 | BpBD/XI1/2021 02-Des-21 | 15.02.0002 Perencanaan 9.020.000
Belanja Jasa Konsultansi
82/SPM-LS/M/RR/ 03.2.02.07.5.1.2 | Pengawasan Teknis sesuai SPK
2 20-Des-21 2. .
> BPBD/XII/2021 0-Des .02.01.0016 No. 01/SPK/PGW- 400.000
RR/BPBD/XI/2021
Belanja Jasa Konsultansi
26 ziésg/l\)/(ll-ll}szgl\él{RR/ 20-Des-21 0032.20.(1)20.8;65.1.2 Perencanaan Teknis sesuai SPK 3.320.000
e No. 01/ PERC-RR/BPBD/XI/2021
JUMLAH TOTAL 970.019.025

Utang Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar

Rp1.014.744.025,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp970.044.025,00 terdapat Pengurangan sejumlah

Rp44.700.000,00 yaitu Utang belanja yang terbayarkan di tahun 2022, terdapat selisih antara

Pencatatan dalam Neraca dengan daftar Utang Belanja sebesar Rp25.000,00 dimana nilai tersebut

merupakan selisih realisasi Belanja Tunggakan Makan minum ASN dan Non ASN Tahun 2017 yang

dibayarkan Tahun 2018, dikarenakan adanya Lebih catat atas utang belanja Tahun 2017.
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2022 (Rp) 2021 (Rp)
463.400,00 0,00

3.1.6.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp463.400,00 merupakan
kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian air dan

internet/telepon yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut

Uraian 2022 (Rp) 2021(Rp)
a. Beban Air 349.900,00
b. Beban Telepon 113.500,00
c. Beban Listrik 0,00
Jumlah 463.400,00 0,00
3.1.7 Ekuitas Dana 2022 (Rp) 2021 (Rp)
4.884.270.311,34 5.114.181.077,34

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp4.884.270.311,34
dan Rp5.114.181.077,34 adalah kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Toraja Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas
di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
5.114.181.077,34 3.379.583.450,01

3.1.7.1 Ekuitas awal

Saldo ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp5.114.181.077,34 merupakan ekuitas akhir yang
sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2021 sebesar

Rp3.379.583.450,01 merupakan ekuitas yang akhir telah disajikan di Neraca 2020 audited.

Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
(3.379.583.450,01) (7.989.948.103,67)

3.1.7.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode
pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut.

NO Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
1 Pendapatan LO 0,00 0,00
2 Beban 13.087.020.299,00 7.989.948.103,67
3 Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2) (13.087.020.299,00) | (7.989.948.103,67)
4 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
5 Pos Luar Biasa 0,00 0,00
6 Surplus / Defisit LO (3+4+5) (13.087.020.299,00) | (7.989.948.103,67)
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Dampak Kumulatif Perubahan Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
3.1.7.3 Kebijakan/ Kesalahan 8.396.000,00 0,00
Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas per 31 Desember
2022 senilai Rp8.396.000,00 Koreksi Ekuitas Lainnya diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian

yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kewajiban untuk Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021(Rp)
3.1.7.4 Dikonsolidasikan

12.848.713.533,00 9.724.545.731,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.848.713.533,00 merupakan
rekening perantara antara SKPD dan SKPKD selama TA.2022 yang pada akhir tahun harus
dikonsolidasikan dengan SKPKD.

Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
4.884.270.311,34 5.114.181.077,34

3.1.7.5 Ekuitas Akhir Nilai

Ekuitas akhir tahun 2021 senilai Rp4.884.270.311,34 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal
ditambah dengan surplus/defisit-LO dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas.

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban pemerintah yang terdiri dari ;

3.1.7.1 Ekuitas Awal.
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.379.583.450,01 dan
tahun 2022 sebesar Rp. 5.114.181.077,34

3.1.7.2 Surplus/Defisit-LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp(7.898.948.103,67) dan Tahun 2022 adalah Rp(13.087.020.299,00) Defisit LO merupakan
selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non
operasional, dan pos luar biasa.

3.1.7.3 Koreksi Ekuitas Lainnya
Koreksi Ekuitas Lainnya diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada
periode sebelumnya. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk tahun 2021 tidak ada dan tahun 2022
adalah Rp8.396.000,00

3.1.7.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada Tahun 2021 sebesar Rp9.724.545.731,00
sementara tahun 2022 sebesar Rp12.848.713.533,00
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3.1.7.4 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 5.114.181.077,34 dan
Tahun 2022 adalah Rp4.884.270.311,34

3.2. PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAIJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN
DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA
DENGAN PENERAPAN BASIS KAS

Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang
belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022
merupakan Beban STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan 4 (empat) senilai Rp 318.698,33 dengan

rincian sebagai berikut:

NO NOPOL KENDARAAN JUMLAH
1 DP 2245 K 86.947,50
2 DP 6879 K 147.274,17
3 DP 6953 K 49.060,00
4 DP 2192 K 35.416,67
JUMLAH 318.698,33

Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah Utang

Jangka Pendek Lainnya berupa beban Jasa per 31 Desember 2021 senilai Rp463.400,00 dengan rincian

sebagai berikut :

Uraian 2022 (Rp)
a. Beban Listrik 0,00
b. Beban Air 349.900,00
c. Beban Telepon 113.500,00
Jumlah 463.400,00
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PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

4.1. STRUKTUR ORGANISASI

1) Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;

2) Unsur Pengarah;

3) Unsur Pelaksana yaitu :
a)  Kepala Pelaksana
b)  Sekretariat
C) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kerjasama
d)  Bidang Kedaruratan dan Logistik
e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
f) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur  Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah Kabupaten

Toraja Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

(Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 76 Tahun 2016)

KEPALA BADAN

UNSUR PELAKSANA
UNSUR
PENGARAH KEPALA
PELAKSANA
SEKERTARIS
SUB. BAGIAM SUB. BAGIAN
umum SUB. BAGIAN PROGRAM &
PERLENGKAPAM & KEUANGAN ANGGARAN
KEPEGAWAIAN
BIDAMNG PECEGAHAN, BIDAMNG BIDAMG
KESIAPSIAGAAN & KEDARURATAN & REHABILITASI &
KERJIASAMA LOGISTIK REKOMNSTRUKSI
L 5UB BIDANG | 5UB BIDANG | | SUBBIDANG
PENCEGAHAN KEDARURATAM REHABILITASI
SUBID KESIAPSIAGAAN & 5UB BIDANG SUBID
L KERJIASAMA L LOGISTIK L { REKOMNSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIOMAL
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4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan
penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Penerintah Kabupaten
Toraja Utara dalam hal ini Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara disusun dengan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor

36 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, asumsi

dasar yang digunakan adalah:

1 Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan maupun
SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2 Kesinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan,
maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/

berkesinambungan.

3. Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement), yaitu bahwa entitas pelaporan
harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang
digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan

tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.2.1. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH.
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan

aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti
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bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset,
kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2021 menggunakan basis akrual untuk
rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan
atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis

akrual.

BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

4221, Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi
tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal
dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara
Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara
Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di
Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas
Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.
4222, Piutang
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi
tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
4223 Persediaan
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang
yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian

terakhir.
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Pengukuran Aset Tetap secara Umum

42241

42242,

42243,

42244,

42245,

42246.

42247.

42248,

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil

penilaian tim penilai Pemerintah.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset
ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-
produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya

tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada

masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan

operasional.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan
aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan

tanaman.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan

lokasi yang ada pada periode berjalan.
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42249, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset

secara permanen dihentikan penggunaannya.

422410, Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan

Aset tetap lainnya

422511 Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan
reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.

422512 Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya
perolehannya dikurangi amortisasi.

422513 Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan
dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.

422514. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan
dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan
Bupati Tersendiri.

422515 Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud
selama masa manfaatnya.

422516. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam
laporan operasional.

Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten

Toraja Utara yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan yang terdiri atas :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;

b. UtangBunga;

C. UtangBelanja;

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

€. Pendapatan Diterima Dimuka; dan

f.  UtangJangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang
Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
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a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban

tersebut atas dasar jangka panjang; dan

Cc. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan

keuangan disetujui.

Penilaian aset pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara setelah dikurangi
n kewajiban

4229, Koreksi periode akuntansi sebelumnya

42291

42292,

42293

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa
periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin
timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran
oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam
penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,

dan kecurangan ataukelalaian.

Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi
satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-

laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada

aktivitas yang bersangkutan.

42210. Belanja dan Beban

422101

422102

422103,

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit

yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah

atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.

42211. Beban diakui

422111

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari
kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik

yang belum dibayar pemerintah daerah.
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422112, Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran

kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau

konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

422113, Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

422114 Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran

terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa.

422115 Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum

dimanfaatkan.

4.2.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4231. Pendapatan

42311

42312

42313

42314

42315

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan
Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahunanggaran.

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

€) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan
yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

d) Informasilainnya yang dianggap perlu.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai

pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

Badan Layanan Umum Daerah untuk SKPD dalam menyusun laporan

keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
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4232. Belanja
42321

42322

42323

42324,

42325,

4233. Aset
42331

42332

42333
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Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan
keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung

dengan SKPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi
anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran

sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, diungkapan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan

rincian lebih
lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek. Pos-pos piutang
antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan
ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang
atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya

barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai.
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Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan
kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari
danayang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan,
pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran
dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan lIrigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi
dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam
pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam
penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan
biaya- biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah
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dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan

dari pos aset tetap.

4234. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4235, Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada

Sekretariat DPRD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Awal;
b. Surplus/Defisit LO; dan
C. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

d. Ekuitas Akhir

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun
investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana
cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya,

dan pengakuan kewajiban.
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BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja
Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rantepao, 31 Desember 2022

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

-ALEXANDER LIMBONG TIKU ,SH., MH.
iP197002102003121003
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LAMPIRAN — LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Keuanagn BPBD TA. 2022



	DAFTAR ISI
	DAFTAR LAMPIRAN
	KATA PENGANTAR
	Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam ...
	Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Toraja Utara melalui PPKD antara lain sebagai berikut :
	Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jaw...
	Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

	2. Manajemen
	3. Transparansi
	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercay...
	4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

	Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
	Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas akuntansi dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.
	Komponen Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e)...
	1. Laporan Realisasi Anggaran

	Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai ber...
	Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
	2. Neraca

	Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi k...
	Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:
	Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
	3. Laporan Operasional

	Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
	4. Laporan Perubahan Ekuitas

	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
	5. Catatan atas Laporan Keuangan
	I.3    SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntans...
	Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 90,11%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan keter...
	Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp14.264.999.572,00, adapun rincian pencapaian kinerja tahun 2022 seb...
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.2.1. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.
	4.2.2. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
	1.
	2.
	3.
	4. (1)
	4.1. (1)
	4.2. (1)
	4.2.1.
	4.2.2.
	4.2.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
	4.2.2.2. Piutang
	4.2.2.3. Persediaan
	4.2.2.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum
	4.2.2.5. Aset tetap lainnya
	4.2.2.6. Kewajiban jangka pendek
	4.2.2.7. Kewajiban jangka panjang
	4.2.2.8. Ekuitas
	4.2.2.9. Koreksi periode akuntansi sebelumnya
	4.2.2.10. Belanja dan Beban
	4.2.2.11. Beban diakui
	4.2.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.


